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Abstrak

Artikel ini membahas mengenai peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam
menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat
akta otentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT
yang melakukan kelalaian dan ketidak telitian dalam menjalankan jabatannya tersebut
dan tidak jarang hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Perlu
diperhatikan lebih lanjut mengenai peraturan yang mengatur mengenai sanksi atas
pelanggaran kewajiban bagi PPAT tersebut. Pelanggaran yang paling sering dijumpai
adalah tidak membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak dan tidak
ditandatangani seketika setelah pembacaan tersebut oleh para pihak, saksi-saksi, dan
PPAT itu sendiri. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/P1D/2016/PT
PTK, PPAT Poltak Pordomuan, S.H. melakukan kelalaian dan ketidak telitian dalam
membuat Akta Hibah atas peristiwa hukum hibah palsu yang mengakibatkan beralinnya
hak atas tanah kepada penerima hibah yang memalsukan identitas pemberi hibah.
Dengan menggunakan metode penelitian yutidis-normatif, maka sebagai hasil penelitian
dapat disimpulkan Akta Hibah tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan
pembuktian hukum seperti akta di bawah tangan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat
yang seharusnya. Atas dasar tersebut, akta tersebut dapat dijadikan dasar sebagai
pemeliharaan data pendaftaran tanah sehingga sertipikat dapat dibalik nama kepada
penerima hibah. Atas kelalaian dan ketidak telitian ini, PPAT tidak dikenakan sanksi
pidana tetapi dapat dikenakan sanksi administratif.
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1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Manusia hidup dengan memiliki kebutuhan yang dapat digolongkan ke dalam tiga
golongan, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Sebagai mahluk sosial, manusia hidup
dengan saling berhubungan secara timbal balik dengan manusia Iainnyal. Dapat
dikatakan manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk dapat
memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu hubungan yang terbentuk dari
interaksi antar manusia tersebut adalah hubungan dalam hukum perdata. Hukum
perdata dapat dibagi menjadi empat bagian, yaitu hukum tentang diri seseorang, hukum

kekeluargaan, hukum kekayaan, dan hukum warisan.? Keempat bagian

1 “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, https://kbbi.web.id/makhluk , diunduh pada tanggal 20
Februari 2019.

2 subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. XXXI, (Jakarta: PT Intermasa, 2003),him. 16.
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tersebut telah diatur dan terbagi ke dalam empat bagian dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, yaitu Buku | mengenai Orang,
Buku Il mengenai Benda, Buku 111 mengenai Perikatan, dan Buku IV mengenai
Pembuktian dan Lewat Waktu.

Dalam Buku Il KUHPerdata diatur mengenai Perikatan, yang artinya dalam
bagian tersebut diatur mengenai suatu hubungan hukum antara dua orang, yang
memberikan hak kepada yang satu untuk menuntut sesuatu dari yang lainnya,

sedangkan pihak yang lainnya tersebut diwajibkan memenuhi tuntutan itu.3 Dengan
adanya hubungan hukum perdata tersebut, maka timbul suatu kebutuhan akan
adanya suatu alat bukti yang dapat membuktikan adanya hubungan diantara para

pihak.4 Alat bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah suatu akta yang bentuknya
ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai
umum yang berkuasa di tempat akta itu dibuat, atau dapat dikatakan suatu akta
otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Berdasarkan penjelasan
tersebut, salah satu pegawai umum yang dimaksud adalah Notaris. Sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notarus,
yang dimaksud dengan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”. Selain
membuat akta autentik yang berhubungan dengan Buku IlIl mengenai Perikatan,
Notaris juga dapat membuat akta-akta autentik dalam pengaturan dalam Buku-Buku
lainnya dalam KUHPerdata. Misalnya dalam Buku | mengenai Orang, seorang
Notaris dapat membuat akta autentik dalam hal Perjanjian Kawin atau dalam Buku
Il mengenai Benda, seorang Notaris dapat membuat akta autentik yang
berhubungan dengan peralihan benda tidak bergerak.

Menurut KUHPerdata, salah satu benda yang dimaksud dengan benda tidak
bergerak adalah tanah dan apa yang didirikan di atasnya.® Pejabat umum yang
memiliki kewenangan untuk membuat akta-akta autentik sehubungan dengan
perbuatan hukum mengenai hak atas tanah adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT).6 Notaris dalam hal ini dapat merangkap jabatan sebagai PPAT di tempat

kedudukannya sejauh dapat memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.7 Ada
beberapa cara peralihan tanah yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah
dengan cara hibah. Menurut KUHPerdata, hibah adalah “suatu perjanjian dengan
mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-Cuma dan dengan tidak dapat
ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang

menerima penyerahan itu”.8 Lebih lanjut dalam Pasal 1686 KUHPerdata dikatakan

31bid., him. 122.
4 Lumban Tobing, Peraturan Jabtan Notaris, (Jakarta: Penerbit Airlangga, 1996, him. 2.

5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh Subekti dan
R. Tjitrosudibio, (Jakarta: PT Pradnya Paramita: 2009), Ps. 506.

6 Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 24
Tahun 2016, LN. Nomor 120 Tahun 2016, TLN No. 5893, Ps. 1.

" Ibid., Ps. 6 dan 7.
8 Kitab Undang-Unndag Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1666.
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bahwa hak milik atas benda-benda yang telah sah dihibahkan baru dapat
sepenuhnya berpindah kepada penerima hibah apabila penyerahannya sesuai
dengan Pasal 617 KUHPerdata, yaitu dengan dibuat dalam bentuk akta autentik.
Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Indonesia menggunakan sistem publikasi

negatif yang mengandung unsur positif 9 yang artinya dalam sistem publikasi di
Indonesia bukan pendaftaran yang menentukan beralinnya hak melainkan sahnya

perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta autentik PPAT. 10

Dari penjelasan di atas, dapat diilihat betapa pentingnya peranan suatu akta
autentik dalam hubungan hukum perdata. Hal tersebut memberikan Notaris PPAT
tanggung jawab yang cukup besar dalam menjalankan jabatannya. Secara umum
akta yang dibuat dihadapan PPAT dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu

akta partai (partij acten) dan akta pejabat (relaas acten).11 Yang dimaksud dengan
akta partai adalah akta dimana PPAT hanya memasukkan keterangan atau kehendak
para penghadap ke dalam akta yang dibuatnya, dalam hal ini PPAT dibebaskan dati
tanggung jawab jika ternyata apa yang diterangkan para penghadap tidaklah benar.
PPAT hanya menjamin bahwa para penghadap benar menyatakan apa yang
dinyatakannya di dalam akta, tetapi tidak menjamin apa yang dinyatakan di dalam
akta. Sedangkan yang dimaksud dengan akta pejabat adalah akta yang dibuat oleh

Notaris mengenai suatu kejadian yang disaksikan sendiri oleh Notaris.12 Lebih
lanjut menurut KUHPerdata dinyatakan bahwa suatu akta autentik memberikan para
pihak yang ada di dalamnya suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di

dalamnya.13

Suatu akta autentik dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna karena di
dalamnya terkandung tiga macam kekuatan pembuktuan, yaitu pembuktian lahiriah,

pembuktian formil, dan pembuktian materil. 14 Pembuktian lahiriah artinya suatu akta
otentik secara fisik sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang,
dalam hal ini bentuk akta Notaris yang dimaksud sesuai dengan apa yang sudah
ditentukan dalam Pasal 38 jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(UUJNP), vyaitu secara garis besar suatu akta harus terdiri atas awal atau kepala akta,
badan akta, dan akhir atau penutup akta serta dibuat dalam bahasa Indonesia.
Sedangkan bentuk dari akta PPAT mengikuti apa yang sudah ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian formil
adalah PPAT menjamin kebenaran dan kepastian mengenai hari, tanggal, bulan, tahun,
pukul menghadap, para penghadap, paraf serta tanda tangan para penghadap, saksi, dan
membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, serta didengar

9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraia, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta: Djambatan, 2008), him. 82.

101ndonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24
Tahun1997,LN. Nomor 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 23 ayat (2).

i;Freddy Harris dan Leny Helena, Notaris Indonesia, (Jakarta: Linta Cetak Djaja, 2017), hIm.65.

Ibid.
Lkitab Undang-Unndag Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1870.
14Harris dan Helena, Notaris Indonesia, him. 66.
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oleh Notaris atau PPAT. Mengenai pembuktian materil bukanlah tanggung jawab
dari PPAT melainkan tanggung jawab dari para penghadap sendiri.1®

Oleh karena itu PPAT dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban-
kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan-larangan yang harus dihindari.
Dengan adanya kewajiban dan larangan yang dibebankan kepada PPAT,
diharapkan sebagai pejabat umum dapat menjalankan fungsinya dengan baik
sehingga dapat benar-benar menjamin kebenaran lahiriah dan formil yang terdapat
di dalam akta autentik yang dibuatnya. Kewajiban dan larangan jabatan Notaris
telah secara jelas diatur dalam Pasal 16 ayat 1.

Salah satu kewajiban PPAT adalah membacakan akta di hadapan penghadap
dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, Tidak dipenuhinya
kewajiban ini akan membuat seorang PPAT menjadi sulit untuk memastikan
kebenaran formil di dalam akta yang dibuatnya karena ia tidak secara langsung
membaca dan memastikan isi dari akta tersebut. Selain itu hal tersebut juga dapat
menyebabkan hilangnya kekuatan pembuktian sempurna dari akta yang dibuatnya,
atau dapat dikatakan akta yang dibuat oleh PPAT tersebut menjadi akta bawah
tangan. Dalam kenyataannya, masih ada PPAT yang tidak menjalankan kewajiban
membacakan akta di hadapan para penghadap. Salah satunya adalah Notaris PP,
S.H., PPAT di Pontianak, dimana pihak penerima hibah dalam Akta Hibah yang
dibuatnya telah dinyatakan secara bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri
Pontianak Nomor 998/Pid.B/2015/PN Ptk dan telah dikuatkan dengan Putusan
Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/PID/2016/PT PTK karena telah dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya adalah kepunyaan
orang lain. Penerima hibah tersebut memalsukan identitas pemberi hibah selaku
pemilik sah atas Sertipikat Hak Milik /SHM No. 2795 atas nama NA. Walaupun
kebenaran materil bukan merupakan tanggung jawab PPAT, tetapi dalam hal ini
PPAT PP, S.H. tidak menjalankan kewajiban membacakan akta di hadapan para
penghadap dan saksi, sehingga ia tidak dapat memastikan dan menjamin kebenaran
formil yang ada di dalam aktanya.

Masih banyak ditemukannya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah
ditentukan oleh undang-undang oleh PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang
membuat suatu alat bukti sempurna dalam bentuk akta autentik dikhawatirkan dapat
mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilihat lebih
jauh mengenai kedudukan akta yang dibuat oleh PPAT dengan melanggar kewajiban
yang diatur undang-undang serta akibat hukum dari akta yang dibuatnya tersebut.
Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan diberi judul “Penguasaan
Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Hibah Palsu (Studi Putusan Pengadilan
Tinggi Pontianak Nomor 21/P1D/2016/PT PTK)”.

L51bid., him. 69.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis telah
merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dengan pokok-
pokok permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana keabsahan Akta Hibah yang dibuat tanpa dihadiri para pihak
dengan menggunakan identitas palsu dari pemberi hibah?

2. Bagaimana kedudukan hukum akta Sertifikat Hak Milik baru yang terbit
dari Akta Hibah tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak
Nomor 21/P1D/2016/PT PTK?

3. Bagaimana akibat hukum PPAT yang membuat Akta Hibah dengan tidak
dihadiri para pihak?

2. PEMBAHASAN
2.1. Analisis keabsahan Akta Hibah yang dibuat tanpa dihadiri para pihak
dengan menggunakan identitas palsu dari pemberi hibah.

Hibah adalah suatu perjanjian dimana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan
cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda
guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. 16 Hibah dapat
diperuntukan bagi benda bergerak maupun tidak bergerak. Untuk benda tidak
bergerak, dalam hal ini tanah, penghibahannya harus dilakukan dengan membuat
akta autentik dengan ancaman kebatalan.1” Lebih lanjut dalam PP Nomor 24
Tahum 1997 dijelaskan bahwa peralihan hak atas tanah melalui hibah hanya dapat
didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang memang
memiliki kewenangan untuk itu menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.18 Jadi peristiwa hukum hibah harus dilakukan melalui akta autentik
yang dibuat olenh PPAT atau yang biasa disebut dengan Akta Hibah.

Suatu Akta Hibah dapat menjadi dasar yang begitu penting dalam suatu proses
hukum karena Akta Hibah merupakan suatu akta yang memenuhi Kriteria dari akta
autentik. Seperti apa yang sudah dijelaskan dalam Bab 2, kriteria yang dimaksud
adalah dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan

pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.19
Selama unsur-unsur tersebut dipenuhi maka suatu Akta Hibah akan memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna karena memiliki tiga macam kekuatan pembuktian yaitu
pembuktian lahiriah, pembuktian formil, dan pembuktian materil. Pembuktian lahiriah
maksudnya adalah bentuk aktanya mengikuti bentuk yang sudah ditetapkan.
Selanjutnya, yang dimaksud pembuktan formil adalah pembuatan dan penandatanganan
akta benar-benar dilakukan di hadapan PPAT sehingga PPAT dapat menjamin waktu
penandatanganan, kehadiran para pihak, serta PPAT benar-benar mendengar
pernyataan yang disampaikan oleh para pihak untuk

16Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1666.
bid., Ps. 617.

18Kepada Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Kepada Badan Pertanahan Nasional tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah, Perkaban Nomor8 Tahun 2012, Pasal 37 ayat (1).

19kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps. 1868.
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dicatat dalam akta. Kemudian yang dimaksud dengan pembuktian materil adalah
kebenaran identitas dan kewenangan yang disampaikan oleh para pihak yang hadir
dan menandatangani akta yang dinyatakan kepada PPAT. Jadi selama suatu Akta
Hibah dalam pengisiannya mengikuti formulir Akta Hibah yang telah ditetapkan

oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional??; apa yang dinyatakan oleh PPAT
mengenai waktu penandatangan, paraf, dan kehadiran para pihak serta saksi-saksi
adalah benar; dan segala sesuatu yang dinyatakan para pihak mengenai identitas dan
kewenangan untuk bertindak dalam akta tesebut adalah benar, maka suatu Akta
Hibah akan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat menjadi dasar
dari suatu peristiwa hukum hibah.

Dalam proses pembuatan suatu Akta Hibah oleh PPAT, tanggung jawab
pembuktian yang harus dipenuhi oleh PPAT hanyalah tanggung jawab atas kebenaran
lahiriah dan kebenaran formil. Hal tersebut karena kedua hal itu sajalah yang dapat
dilakukan oleh PPAT. Kebenaran lahiriah adalah saat PPAT menuangkan pernyataan
para pihak ke dalam bentuk blanko akta yang sudah ditentukan, sedangkan kebenaran
formil adalah saat PPAT membacakan dan menerangkan isi akta di depan para pihak
dan seketika setelah itu langsung ditandatangani oleh para pihak, PPAT, dan dua orang
saksi. Mengenai kebenaran materil bukan merupakan tanggung jawab PPAT karena
pembuktian suatu identitas palsu bukan merupakan kuasanya sebagai seorang pejabat
umum, walaupun dalam menjalankan jabatannya harus dengan kehati-hatian dan
ketelitian. Hal ini dikarenakan, akta yang dibuat oleh PPAT adalah akta partai atau akta
para pihak. Dalam pembuatan akta, PPAT hanya mencatat apa yang dinyatakan para
pihak dan menjamin kepastian waktu dan tempat penandatanganan, bahwa benar para
pihak hadir dan menandatangani akta di hadapannya pada waktu dan tempat yang
dinyatakan dalam akta tersebut.

Untuk menganalisis keabsahan Akta Hibah Nomor 425/20914 yang dibuat oleh
Pejabat Pembuat Akta Tanah bernama PP, S.H. yang menjadi dasar beralihnya hak
atas tanah dari NA kepada S perlu dilihat apakah Akta Hibah tersebut telah
memenuhi unsur-unsur dari suatu akta autentik. Dari seluruh kekuatan pembuktian
yang sudah dijabarkan, pembuktian lahiriah adalah pembuktian yang paling mudah
dibuktikan kebenarannya karena dapat dilihat dari bentuk suatu akta apakah sudah
sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau
belum. Dalam hal ini Akta Hibah harus mengikuti bentuk akta yang ditentukan
dalam Perkaban Nomor 8 Tahun 2012. Mengenai pembuktian formil dan materil
harus dilihat lebih lanjut dari apa yang terjadi dalam kasus ini.

Dalam proses pembuatan Akta Hibah antara NA dengan S tersebut dapat dilihat
adanya dua hal yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Pertama adalah adanya
niat buruk dari pihak penerima hibah untuk merekayasa seluruh peristiwa hukum hibah
ini dengan memalsukan KTP dan Kartu Keluarga dari pemberi hibah. KTP NA beserta
isterinya dipalsukan dengan cara menggati foto dan tanda tangan di KTP menjadi foto
dan tanda tangan orang lain, B dan isterinya, serta mengganti nama dan data di Kartu
Keluarga B menjadi nama NA. Dengan begitu penerima hibah, S memiliki identitas
pemberi hibah yang dapat dijadikan data pendukung yang diperlukan dalam suatu Akta
Hibah. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebenaran materil dalam
pembuatan akta ini bukan menjadi tanggung jawab dari PPAT PP, S.H. sebagai pejabat
umum yang membuatnya. PPAT PP, S.H.

20Kepada Badan Pertanahan Nasional, Perkaban Nomor 8 Tahun 2012, Lampiran.
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hanya berkewajiban untuk membuat Akta Hibah ini dengan blanko yang sudah
ditetapkan dalam Lampiran Perkaban 8 Tahun 2012 dan berkewajiban untuk
membacakan serta menjelaskan isi akta di hadapan para pihak dan kemudian
menyaksikan akta tersebut ditandatangani oleh para pihak yang diikuti oleh saksi-
saksi dan dirinya sendiri sebagai PPAT.

Hal lain yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya adalah tidak dipenuhinya
salah satu kewajiban PPAT dalam pembuatan akta. Penandatanganan para pihak dalam
Akta Hibah nomor 425/29014 ini dilakukan tidak di hadapan PP, S.H. selaku pejabat
umum yang membuat akta tersebut. Akta Hibah tersebut dibawa oleh pegawai PPAT
kepada para pihak untuk ditandatangani secara terlebih dahulu dan setelah para pihak
selesai menandatangani dan membubuhkan paraf, barulah Akta Hibah tersebut dibawa
kembali ke PPAT PP, S.H. untuk ditandatangani oleh dirinya dan saksi-saksi akta.
Sehingga PPAT PP, S.H. dalam hal ini tidak membacakan dan tidak menjelaskan isi
akta kepada para pihak, serta tidak benar-benar menyaksikan para pihak
menandatangani dan membubuhkan paraf pada akta tersebut. Suatu akta autentik dapat
memiliki kekuatan pembuktian formil karena PPAT sebagai pejabat umum menjamin
kebenaran formil yang dinyatakan dalam akta tersebut, karena PPAT membacakan dan
menjelaskan isi akta kepada para pihak dan kemudian para pihak menandatanngani akta
di hadapan PPAT sebagai bentuk bahwa para pihak telah menyetujui dan memahami
apa yang dinyatakan dalam akta. Dalam kasus ini akta tidak dibacakan di hadapan para
pihak dan penandatanganan akta tidak dilakukan di hadapan PPAT. sehingga dapat
dikatakan bahwa Akta Hibah Nomor 425/20914 ini tidak memiliki kekuatan
pembuktian formil. Dengan tidak dipenuhinya kekuatan pembuktian formil dan materil
sebagai unsur kekuatan pembuktian sempurna, maka Akta Hibah Nomor 425/20914
dalam kasus ini dapat dikataka hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di
bawah tangan. Sehingga pembuktian mengenai isinya perlu untuk dibuktikan lebih
lanjut.

Turunnya kedudukan Akta Hibah yang dibuat oleh PPAT PP, S.H tersebut
menjadi akta di bawah tangan, tidak semata-mata membuat kedudukan akta
tersebut berubah di mata publik. Mengenai tidak terpenuhinya kebenaran formil
dan materi haruslah dapat dibuktikan. Hal tersebut dikarenakan Akta Hibah tersebut
secara lahiriah masih berbentuk suatu akta sah yang dibuat dan ditandatangani
secara lengkap di hadapan PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang. Sehingga
apa yang dinyatakan dalam akta tersebut masih dianggap benar dan sesuai dengan
apa yang terjadi selama tidak dibuktikan sebaliknya.

Melihat definisi dari suatu perjanjian dalam KUHPerdata, yaitu suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

Iebih,21 maka peristiwva hukum hibah haruslah terdiri dari dua pihak yang saling
mengikatkan diriya. Dalam peristiwa hibah antara NA dengan S ini tidak ada dua pihak
yang sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perikatan, karena NA sebagai
pemilik SHM No. 2795 sama sekali tidak pernah mengikatkan dirinya untuk
menghibahkan tanah miliknya kepada S. Peristiwa hibah dapat berlangsung karena
pihak penerima hibah memalsukan identitas dari pemberi hibah sehingga seolah-olah
ada kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Jadi yang sebenarnya terjadi
adalah perjanjian hibah palsu. Kemudian perjanjian hibah palsu itu dituangkan ke

2Litab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio, Ps.
1313.
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dalam akta autentik yang dibuat oleh PPAT agar dapat didaftarkan peralihannya ke
Kantor Pertanahan.

Dengan dituangkannya peristiwa hukum hibah palsu tersebut ke dalam akta
autentik, maka tidak akan membuat akta autentik tersebut langsung menjadi akta
palsu. Walaupun terjadi beberapa unsur pemalsuan di dalamnya, yaitu adanya
pemalsuan identitas dari pemberi hibah, adanya pemalsuan isi dari perjanjian yang
menyatakan penghibahan tanah kepada penerima hibah, dan adanya pemalsuan
tanda tangan pemberi hibah di dalam akta, tetapi akta tersebut tetaplah akta asli
yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan. Jadi
Akta Hibah 425/20914 yang dibuat oleh PPAT PP, S.H. dalam kasus ini adalah akta
asli yang dalam pembuatannya tidak dengan persyaratan yang sesuai, karena secara
bentuk lahiriah akta tersebut masih merupakan suatu akta yang dibuat oleh pejabat
umum yang memiliki kewenangan untuk membuatnya. Hal tesebut mengakibatkan
akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan, sehingga
perlu dibuktikan lebih lanjut mengenai kebenaran isinya. Unsur pemalsuan di
dalamnya harus dibuktikan terlebih dahulu, baru setelahnya suatu akta otentik dapat
dikatakan sebagai akta palsu.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang
dinyatakan dalam putusan tingkat pertama Nomor 998/Pid.B/2015/PN Ptk tanggal 1
Februari 2016, dinyatakan bahwa secara sah yang meyakinkan, S sebagai terdakwa
melakukan tindak pidana “dengan sengaja memakai akta palsu yang menimbulkan

kerugian” dengan dasar Pasal 266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP22, Kemudian
keputusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusan
Nomor 21/PID/2016/PT.Ptk. Apa yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Pontianak tersebut sudah tepat karena sudah dapat dibuktikan bahwa ada
unsur pemalsuan di dalam peristiwa hukum yang dituangkan dalam akta tersebut
dan juga adanya penggunaan identitas palsu pemberi hibah.

Jadi Akta Hibah dalam kasus ini adalah akta autentik yang memiliki kekuatan
hukum yang mengikat, namun dalam pembuatannya tidak memenuhi persyaratan
sebagai suatu akta autentik. Hal tersebut mengakibatkan akta autentik tersebut
memiliki kekuatan pembuktian seperti layaknya suatu akta di bawah tangan yang
kebenaran isinya harus dibuktikan. Tidak terpenuhi syarat tersebut dikarenakan
kelalaian dan ketidak telitian PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang dalam
menjalankan tugas jabatannya. Setelah dibuktikan lebih jauh, barulah dapat dilihat
bahwa dasar dari akta Akta Hibah 425/20914 adalah peristiwa hukum hibah palsu
dengan menggunakan identitas palsu pemberi hibah. Sehingga akta tersebut
mengalami cacat hukum dan batal demi hukum.

2.2 Analisis kedudukan hukum Sertifikat Hak Milik baru yang terbit dari
Akta Hibah tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor
21/P1D/2016/PT PTK.

Dalam sistem pertanahan di Indonesia dikenal suatu kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus guna memberikan kepastian dan perlindungan

22”Bara/ngsiapal menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik

mengenaisesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakanoleh akta itu, dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuaidengan
kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidanapenjara paling
lama tujuh tahun”, lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 266 ayat (1).
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hukum bagi pemegang hak atas tanah, yang disebut dengan kegiatan pendaftaran
tanah. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah dibagi menjadi dua, yaitu
pendaftaran tanah pertama kali yang diperuntukan bagi objek tanah yang didaftar
dan pemeliharaan data petanahan yang dilakuan untuk menyesuaikan data fisik dan
data yuridis dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Ada banyak hal yang dapat
menyebabkan perubahan data tersebut terjadi, dan salah satunya adalah karena
beralihnya suatu hak atas tanah kepada pemegang hak baru. Peralihan hak yang
dimaksud dapat dilakukan melalui beberapa perbuatan hukum dan salah satunya
adalah peristiwa hukum hibah.

Beralihnya hak atas tanah karena peristiwva hukum hibah mengakibatkan
perubahan data yuridis dari suatu objek tanah. Menurut undang-undang, peralihan
hak dengan hibah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Setelah itu
baru dapat didaftarkan mengenai perubahannya ke Kantor Pertanahan. Dengan
menggunakan akta PPAT sebagai bukti dari peralihan hak karena hibah, maka
PPAT memiliki kewajiban untuk memastikan dan memeriksan segala persyaratan
untuk sahnya peristiwva hukum hibah tersebut. Walaupun menggunakan akta
sebagai dasar pendaftaran tanahnya, tetapi di Indonesia digunakan sistemn
pendaftaran hak. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya buku tanah dalam sistem
pertananhan di Indonesia yang fungsinya adalah sebagai dokumen yang memuat
data yuridis dan data fisik. Dari data-data yang terhimpun dalam buku tanah
tersebut terbitlah sertipikat sebagai surat tanda bukti hak.

Kekuatan pembuktian suatu sertipikat sebagai suatu tanda bukti hak
bergantung pada sistem publiksi yang digunakan di suatu sistem pertanahan dalam
suatu negara. Terdapat dua jenis sistem publikasi, yaitu sistem publikasi positif dan
sistem publikasi negatif. Dalam sistem publikasi positif, pegawai kantor pertanahan
aktif dalam menyelidiki apakah hak atas tanah yang dipindahkan itu benar-benar
dapat didaftar atau tidak, menyelidiki identitas para pihak beserta kewenangan
bertindaknya, dan juga memeriksa syarat-syarat formil lainnya. Denga aktifnya
peranan dari pegawai kantor pertananhan dalam proses pendaftaran tanah, maka
sertipikat yang dihasilkan sebagai tanda bukti hak memiliki kekuatan pembuktian
yang mutlak. Maksudnya adalah data yuridis dan data fisik yang terdaftar dalam
buku tanah sudah tidak dapat dibantah lagi kebenarannya. Hal ini berarti apabila
ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya, pihak tersesbut tidak akan
mendapat kembali haknya melainkan negara akan mengganti kerugian sebesar yang
dialami pihak tersebut. Dalam sistem publikasi negatif, peranan pegawai Kantor
Pertanahan adalah pasif sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki
kebenaran formil dan materil dalam suatu proses peralihan hak. Dalam sistem ini,
pegawai kantor pertanahan hanya menerima surat-surat yang diserahkan kepadanya
dan memberikan tanda terima atas surat-surat tersebut. Kewajiban memastikan
kebenaran formil dan materil dalam sistem ini ada pada PPAT yang membuat akta
autentik sebagai bukti telah terjadi peralihan hak atas tanah. Peranan pasif dari
pegawai kantor pertanahan ini mengakibatkan sertipikat yang timbul memiliki
kekuatan pembuktian yang kuat, maksudnya adalah data yuridis maupun data fisik
yang tercatat dalam buku tanah adalah benar selama tidak dibuktikan sebaliknya di
pengadilan. Sehingga dalam sistem publikasi negatif, nama yang tercantum dalam
suatu sertipikat hak adalah benar nama dari pemilik yang sah atas hak tersebut
sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan dan
memperoleh kembali haknya atas suatu objek tanah tersebut.
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Sistem publikasi yang digunakan di Indonesia, menurut penjelasan umum PP
Nomor 24 Tahun 1997 adalah sistem publikasi negatif tetapi mengandung unsur
positif. Dalam UUPA disebutkan bahwa sertipikat di Indonesia merupakan alat
bukti yang kuat, tetapi dalam PP 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa dalam hal suatu
tanah sudah diterbitkan sertipikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum
yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik, maka pihak yang merasa
mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutnya apabila dalam waktu
lima tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara
tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau tidak
mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada intinya sertipikat tanah di Indoensia
merupakan alat bukti yang kuat dan setelah lebih dari lima tahun tidak ada pihak
yang dapat membuktikan sebaliknya maka sertipikat tersebut menjadi suatu alat
bukti yang mutlak, dengan catatan hak atas tanah tersebut diperoleh dengan itikad
baik. Apabila ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan atas
mengenai haknya, maka hak atas suatu objek tanah tersebut dapat berpindah kepada
pihak tersebut selama dilakukan dalam jangka waktu lima tahun setelah sertipikat
diterbitkan dan apabila lebih dari lima tahun tetapi pihak yang sebelumnya
memperoleh haknya tersebut dengan itikad buruk.

Menurut sistem publikasi yang dijalankan di Indonesia, maka selama tidak ada
pihak lain yang dapat membuktiakn sebaliknya terhadap kepemilikan atas suatu
objek tanah, pemegang hak yang namanya tercatum dalam buku tanah dan
sertipikat akan dianggap sebagai pemilik yang sesungguhnya dan sah menurut
hukum. Sehingga ia memiliki kuasa penuh terhadap tanah yang dikuasainya
tersebut. Karena peranan pasif dari pegawai kantor pertanahan, maka apabila
memang perolehan tanah dilakukan dengan itikad buruk tetapi dapat mendaftarkan
akta autentik yang dibuat olenh PPAT sebagai bukti adanya pengalihan hak, maka
Kantor Pertanahan di Indonesia tetap akan memproses kegiatan pemeliharaan data
pendaftaran tanah terhadap objek tanah yang dialihkan tersebut. Hal tersebut
dikarenakan kebenaran atas syarat-syarat terjadinya suatu peralihan menjadi
kewajiban dari PPAT, sehingga saat Kantor Pertananhan menerima berkas
peralihan hak yang salah satunya akta autentik yang dibuat oleh PPAT sebagai
bukti sahnya suatu peralihan hak tersebut selalu dianggap sudah benar dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Melihat apa yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor
998/Pid.B/2015/PN Ptk tanggal 1 Februari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan
Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 21/P1D/2016/PT.Ptk tanggal 4 April 2016, Ny.
Suparni sebagai pihak yang mendapatkan hak atas tanah yang diinginkan dengan
itikad buruk, yaitu dengan memalsukan peristiwa hukum hibah dan dikemudian
dinyatakan ke dalam suatu Akta Hibah sebagai dasar peralihannya, berhasil
membalik nama SHM No. 2795 menjadi atas namanya. Akta Hibah yang dibuat
oleh PPAT PP, S.H. tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan Pontianak dan akta
tersebut dianggap sebagai bukti dari adanya peralihan hak secara hibah dari NA
kepada S. Atas dasar tersebut Kantor Pertanahan Pontianak membalik nama dari
pemilik sebelumnya menjadi milik S. Perubahan nama dalam SHM No. 2795 juga
disertai dengan perubahan nomor sehingga menjadi SHM No. 5597 karena adanya
pemekaran wilayah. Sehingga SHM No. 2795 atas nama NA telah diubah dan
dibalik nama menjadi SHM No. 5597 atas nama S H. Bujang, S.Pd, SD.
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Dari kejadian tersebut dapat dilihat bagaimana penerapan sistem publikasi
negatif dalam proses pemeliharaan pendaftaran tanah. Proses peristiwa hukum
hibah yang terjadi antara NA dengan S terjadi atas itikad buruk S sebagai penerima
hibah, tetapi karena peristiwa hukum hibah tersebut sudah dinyatakan dalam Akta
Hibah yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, PPAT PP, S.H., maka
Kantor Pertanahan Pontianak beranggapan bahwa segala kebenaran yang ada di
dalam Akta Hibah palsu tersebut telah dijamin oleh PPAT yang membuatnya. Atas
dasar Akta Hibah yang dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat-syarat yang
diharuskan tersebut, Kantor Pertanahan Pontianak beranggapan bahwa telah secara
nyata terjadi peralihan hak dari NA kepada S melalui hibah.

Proses pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi
perubahan pada data fisik atau data yuridis dari objek tanah yang sudah terdaftar.
Dalam kasus ini, karena proses hibah antara NA dengan S telah dibuktikan dengan
akta autentik yang dibuat PPAT dan dianggap benar serta memiliki kekuatan hukum
dengan pembuktian sempurna oleh Kantor Pertanahan, maka sudah cukup
membuktikan adanya peralihan hak yang mengakibatkan terjadinya perubahan data
yuridis dalam buku tanah. Atas dasar perubahan data yuridis tersebut, maka SHM
No. 5597 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tersebut memiliki perlindungan
hukum yang kuat bagi pemegang haknya, karena data yang disajikan dalam SHM
No. 5597 sesuai dengan data yuridis dan data fisik yang tercata dalam buku tanah di
Kantor Pertanahan. Selama tidak ada pihak lain yang berkeberatan dan dapat
membuktikan sebaliknya di pengadilan, maka S akan dianggap sebagai pemilik sah
dari objek tanah tersebut.

Pada kenyataannya, N sebagai pihak yang sebenarnya berhak atas objek tanah
yang dikuasai oleh S melalui proses peristiwa hukum hibah palsu merasa dirugikan
dan melaporkan perbuatan S untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam
persidangan, N dapat membuktikan bahwa S menggunakan akta palsu untuk
memperoleh hak atas tanah yang seharusnya milik dirinya. Karena SHM No. 5597
menurut sistem pertanahan di Indonesia merupakan alat bukti yang kuat, bukan alat
bukti yang mutlak, maka N masih dapat mendapatkan kembali haknya atas objek
tanah yang dikuasai oleh S melalui Akta Hibah palsu. Apabila N melaporkan Hj.
Suparnni lebih dari lima tahun setelah SHM No. 5597 diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Pontianak, ia masih dapat mendapatkan kembali haknya tersebut
apabila dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang tercatat dala Kantor
Pertanahan. Hal tersebut dikarenakan dalam perolehan hak objek tanah yang
tercantum dalam SHM No. 5597, S mendapatkannya dengan itikad buruk.

Jadi, sertipikat baru yang terbit atas nama S dalam kasus ini memiliki kekuatan
hukum yang menyatakan S sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya objek tanah
dengan SHM No. 5597. Hal tersebut dikarenakan, sertipikat tersebut merupakan
produk dari Kantor Pertanahan yang sah dan memiliki kewenangan untuk
menerbitkannya. Selain itu dalam menjalankan proses pemeliharaan data
pendaftaran tanah ini, Kantor Pertanahan telah menjalankannya sesuai dengan apa
yang diharuskan undang-undang yaitu dengan mendaftarkan peralihan hak yang
dibuktikan dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT. Sehingga perubahaan data
yuridis dalam buku pertanahan sudah merupakan sesuatu yang sah dan sertipikat
yang diterbitkan berdasarkan data tersebut merupakan sertipikat yang sah dan
meiliki kekuatan hukum sempurna.
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2.3 Analisis akibat hukum PPAT yang membuat Akta Hibah dengan tidak
dihadiri para pihak..

PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta autentik yang dibuat oleh PPAT memiliki
peranan penting dalam sistem pertanahan Indonesia, khususnya dalam hal
pengalihan hak yang menjadi dasar dari pemeliharaan data pendaftaran tanah di
Indonesia. Pengalihan hak atas tanah tersebut menurut peraturan yang berlaku
haruslah dibuktikan dengan dengan akta autentik yang dibuat oleh PPAT sebagai
bukti telah terjadi proses pengalihan hak atas tanah. Akta autentik pada dasarnya
adalah suatu alat bukti yang sempurna karena di dalamnya terkandung pembuktian
lahiriah, pembuktian formil, dan pembuktian materil.

Dengan adanya ketiga pembuktian tersebut dalam suatu akta autentik, maka
apa yang dinyatakan di dalamnya sudah dianggap suatu kebenaran yang mutlak dan
tidak perlu dibuktikan lagi di muka pengadilan. PPAT sebagai pejabat umum,
adalah pihak yang benar-benar memiliki kewenangan untuk menjamin segala
pembuktian yang terkandung di dalam suatu akta autentik, sejauh dalam
pembuatannya memenuhi ketentuan yang diatur dalam udang-undang, yaitu dibuat
dalam bentuk yang sudah ditentukan dan dibuat di hadapan pejabat umum yang
memiliki kewenangan untuk membuatnya. Jadi selama suatu akta dibuat dalam
bentuk atau format yang sudah ditetapkan dan dibuat di hadapan PPAT sebagai
pejabat umum yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan, maka akta tanah
yang dibuatnya tersebut dapat dianggap sebagai akta autentik.

Kehadiran para pihak yang melakukan perbuatan hukum di hadapan PPAT
dalam pembuatan akta autentik sangatlah penting, karena dengan kehadiran para
pihak tersebut PPAT dapat menyaksikan secara langsung para pihak benar-benar
menandatangani dan membubuhi paraf dalam akta yang dibuatnya pada hari, bulan,
tahun, dan jam yang juga dinyatakan dalam akta. Selain itu PPAT juga dapat
membacakan isi akta kepada para pihak agar dapat memastikan apakah isi akta
sudah benar-benar sesuai dengan apa yang dinyatakan atau dilakukan oleh para
pihak. Sehingga para pihak tidak dapat menyangkal lagi bahwa mereka telah benar-
benar menjadi pihak dan setuju atas apa yang dinyatakan dalam akat tersebut. Dari
hal inilah, suatu akta autentik memiliki kekuatan pembuktian formilnya. Keharusan
bagi para pihak untuk hadir di hadapan PPAT dalam pembuatan suatu akta juga
diatur dalam peraturan mengenai pemeliharaan pendaftaran tanah. Peralihan hak
atas tanah yang melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan, dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali karena lelang,
hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang
dalam pembuataannya dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum
tersebut dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi

syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam suatu perbuatan hukum.?23

Sebagai pejabat umum, sudah menjadi kewajiban utama bagi PPAT untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata.
Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan dalam bidang hukum keperdataan
khususnya pertanahan. Dengan kewenangan yang diperolehnya secara atributif dari
negara, PPAT wajib menggunakan kewenangannya tersebut untuk menghasilkan

23|ndonesia, PP. No. 24 Tahun 1997, Ps. 37 jo. Ps. 38.
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suatu alat bukti yang sempurna di tengah-tengah masyarakat terutama dalam hal
yang berhubungan dengan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah
Susun. PPAT dapat menghasilkan alat bukti yang sempurna di dalam bidang
pertanahan dalam bentuk akta autentik yang dibuat dalam kewenangannya dan
untuk menjamin bahwa akta yang dibuatnya adalah suatu akta autentik, PPAT
dalam menjalankan jabatannya harus memehui kewajiban-kewajiban yang
diharuskan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh PPAT dalam
menjalankan jabatannya adalah akta PPAT harus dibacakan atau dijelaskan isinya
kepada para pihak dengan dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi sebelum

ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi, dan PPAT.24 Jadi
dalam pembuatan akta yang dilakukan dalam jabatannya sebagai pejabat umum
yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai pertanahan, wajib
dihadiri oleh para pihak dan dibacakan atau dijelaskan kepada para pihak mengenai
isi akta tersebut, dan setelahnya langsung ditandatangani secara seketika oleh para
pihak tersebut, disusul oleh saksi-saksi akta, dan juga oleh PPAT itu sendiri.

Dalam rangkaian proses peristiwva hukum hibah palsu antara NA dengan S
terdapat kelalaian dan ketidak telitian PPAT PP, S.H. dalam membuat Akta Hibah
yang mengakibatkan dapat beralihnya hak atas tanah menjadi milik S. Memang
tidak ada peranan aktif dari PPAT PP, S.H. dalam kasus ini, tetapi karena ia tidak
memenuhi kewajiban sebagai PPAT dalam menjalankan jabatanya maka proses
hibah palsu tersebut dapat terjadi dan dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan.
PPAT PP, S.H. dalam kasus ini, melakukan beberapa pelanggaran terhadap
kewajibannya sebagai PPAT. Pelanggaran kewajiban yang pertama adalah ia
membuat dan menandatangi akta yang dibuatya tanpa atau tidak dihadapan para
pihak yang berkepentingan. Pelanggaran berikutnya adalah ia tidak membacakan isi
akta kepada para pihak. Pihak PPAT PP, S.H. mengirimkan blanko Akta Hibah
kepada pihak S untuk ditandatangani dan dibubuhkan paraf dan baru setelah itu
dikembalikan. Baru setelah blanko Akta Hibah diterima kembali oleh pihak PP.
S.H., blanko akta tersebut ditandatangani oleh PPAT PP, S.H. tanpa di hadapan
para pihak dan tanpa melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak yang
merupakan data pendukung Akta Hibah tersebut.

Sebagai PPAT, PP, S.H. tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan bahwa
pihak pemberi hibah dalam Akta Hibah yang dibuatnya dipalsukan. Kewajiban
dirinya sebagai PPAT adalah memastikan dan menjamin bentuk akta yang dibuat
sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan memastikan kebenaran formil
mengenai kehadiran para pihak yang berkepentingan serta waktu penandatanganan
akta yang dibuatnya. Hal tersebut bukan berarti ia dapat lepas tangan begitu saja
terhadap adanya identitas palsu yang digunakan dalam akta yang dibuatnya.
Sebagai seorang PPAT seharusnya, ia dapat melakukan pemeriksaan dan
memastikan kesesuaian identitas yang dilampirkan pada akta yang dibuatnya.
Namun pada kenyataannya, PP, S.H. tidak secara langsung berhadapan dengan para
pihak dalam akta, sehingga akan sangat sulit untuk memastikan apakah identitas
yang dilampirkan sesuai dengan kenyataannya. Dalam kasus ini, PP, S.H. sama
sekali tidak melakukan pemeriksaan terhadap identitas para pihak walaupun sudah
dilampirkan pada akta yang ditandatanganinya.

241ndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah,
PP No. 37 Tahun 1998, LN No. 52 Tahun 1998, Ps. 22.
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Kelalaian dan ketidak telitian PPAT PP, S.H. dalam membuat Akta Hibah
tersebut mengakibatkan N sebagai pihak yang sebenarnya berhak atas tanah
tersebut mengalami kerugian. Walaupun PP, S.H. tidak secara aktif melakukan
pemalsuan keterangan atau data dala Akta Hibah palsu yang dibuat oleh dirinya,
tetapi kelalaian dan ketidak telitian yang dilakukan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap kewajibannya sebagai PPAT. Dalam kasus ini sebenarnya ada kelalaian
lain yang dilakukan oleh PPAT PP, S.H. yaitu tidak melakukan pemeriksaan
terlebih pada Kantor Pertanahan mengenai kesesuaian sertipikat hak atas tanah yang
merupakan objek hibah dalam Akta Hibah yang dibuatnya dengan daftar-daftar

yang ada di Kantor Pertanahan setempat dengan memperlihatkan sertipikat asli.2®
Pemeriksaan sertipikat tersebut merupakan syarat yang seharusnya dipenuhi
sebelum mebuat Akta Hibah. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan
dan apabila tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi atasnya.

Terhadap PPAT yang tidak memenuhi kewajiban dalam menjalankan jabatannya
dapat dikenakan sanksi berupa diberhentikan dengan tidak hormat atau diberhentikan

sementara oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. 26
Penyebab dari PPAT diberhentikan dengan tidak hormat adalah karena melakukan
pelanggaran berat terhadap larangan atau kewajiban sebagai PPAT, sementara itu
PPAT dapat diberhentikan sementara karena melakukan pelanggaran ringan terhadap
larangan atau kewajiban sebagai PPAT. Pemberhentian sementara tersebut berlaku
sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam
hal pemberhentian ini, PPAT diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri
kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Membuat
akta tanpa dihadiri oleh para pihak dan tidak membacakan akta yang dibuatnya di
hadapan para pihak termasuk ke dalam jenis pelanggaran berat, jadi apa yang dilakukan
oleh PPAT PP, S.H. dalam pembuatan Akta Hibah 425/20914 dapat dikenakan sanksi
pemberhentian dengan tidak hormat. Lebih lanjut dalam hal pembuatan akta PPAT
yang berhubungan dengan tanah, khususnya pemeliharaan data pendaftaran tanah, bagi
PPAT yang melaksanakan tugasnya dengan mangabaikan ketentuan seperti pembuatan
akta dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan disaksikan oleh
sekurang-kurangnya dua orang saksi yang memenuhi syarat; membuat bentuk akta
sesuai dengan yang telah diatur; menolak pembuatan akta yang bertentangan dengan
peraturan; dan menyampaikan akta yang dibuatnya ke Kantor Pertanahan untuk
didaftar paling lambat tujuh hari kerja dari tanggal penandatanaganan akta, dapat
dikenakan sanksi administratif berupa tegura tertulis hingga pemberhentian dari
jabatannya sebagai PPAT dengan tidak mengurangi kemunkinan dituntut ganti
kerugian oleh pihak-pihak yang menderita kerugian akibat diabaikannya ketentuan-

ketentuan tersebut.?”

Melihat putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 998/Pid.B/2015/PN Ptk
tanggal 1 Februari 2016 yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak
Nomor 21/PID/2016/PT.Ptk tanggal 4 April 2016, dalam amar putusannya sama sekali
tidak disebutkan bahwa PPAT PP, S.H. adalah pihak yang terlibat baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam permufakatan jahat yang dilakukan

25Kepada Badan Pertanahan Nasional, Perkaban Nomor 8 Tahun 2012, Ps. 97 ayat (1).

261ndonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanag, PP No. 24 Tahun 1997,LN
No. 59 Tahun 1997, TLN No. 3696, Ps. 10 ayat (1).

2TIndonesia, PP. No. 24 Tahun 1997, Ps. 37 jo. Ps. 63.
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oleh S. Dalam amar putusan diputuskan bahwa S adalah satu-satunya pihak yang
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan
sengaja memakai akta palsu yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini dapat
dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh PPAT PP, S.H. adalah murni kelalaian
dan ketidak telitian dirinya dalam menjalankan jabatannya tersebut. Majelis Hakim
tidak melihat adanya kesengajaan dari PPAT PP, S.H. dalam membuat Akta Hibah
tersebut sebagai akta yang akan digunakan untuk menguasai tanah milik NA.

Jadi dapat dikatakan bahwa tidak ada akibat hukum secara pidana dari kelalaian
dan ketidak telitian yang dilakukan oleh PPAT PP, S.H. dengan membuat Akta
Hibah tanpa dibacakan dan dijelaskan kepada para pihak serta tidak ditandatangani
di hadapan para pihak. Hal tersebut dikarenakan pembuktian kebenaran materil
bukan merupakan kewajiban utama dari seorang PPAT, yang menjadi kewajiban
utamanya adalah memastikan bentuk dan kebenaran formil dari akta yang
dibuatnya. Sehingga amar putusan Majelis Hakim sudah tepat. Walaupun tidak
digolongkan sebagai tindak pidana, tetapi menjalankan jabatan dengan teliti dan
penuh kehati-hatian merupakan keharusan bagi PPAT sebagai pejabat umum. Tidak
adanya akibat hukum secara pidana bukan berarti meniadakan akibat hukum secara
administrative, berupa pemberhentian secara tidak hormat akan dikenakan kepada
PPAT PP, S.H. oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertananhan
Nasional, dengan diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri.

Dalam melaksanakan jabatannya sebagai pejabat umum, PPAT dibina dan
diawasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertananhan Nasional.
Pembinaan dan pengawasan tersebut adalah memberikan kebijakan dan arahan
pada PPAT dalam pelaksanaan tugas jabatananya, melakukan pembinaan dan
pengawasa organisasi PPAT, memastikan pelayanan PPAT tetap berjalan
sebagaimana mestinya dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT
dan PPAT Sementara dalam rangka menjalankan kode etik profesi PPAT.
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3. PENUTUP
Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim dalam putusan dinyatakan bahwa, pihak

penerima hibah yaitu S dengan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana
“dengan sengaja memakai akta palsu yang menimbulkan kerugian ” dengan dasar Pasal
266 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Amar putusan tersebut sudah tepat, tetapi pada
kenyataannya Akta Hibah nomor 425/20914 yang dibuat oleh PPAT PP, S.H harus
dibuktikan terlebinh dahulu unsur-unsul pemalsuanngya. Pada dasarnya Akta Hibah
tersebut adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum mengikat, namun dalam
pembuatannya tidak memenuhi persyaratan sebagai suatu akta otentik. Tidak
dipenuhinya keharusan PPAT untuk membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para
pihak dan seketika setelah itu akta ditandatangani oleh para pihak, saks-saksi akta, dan
PPAT itu sendiri, membuat Akta Hibah dalam kasus ini menjadi akta otentik yang
kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya dan hanya memiliki kekuatan
pembuktian seperti layaknya akta di bawah tangan. Akta Hibah tersebut merupakan akta
yang dibuat oleh PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang, sehingga bentuk dari
akta tersebut masih merupakan akta otentik namun kebenaran yang terkandung di
dalamnya perlu dibuktikan. Setelah dibuktikan lebih jauh, barulah dapat dilihat bahwa
dasar dari pembuatan Akta Hibah tersebut adalah peristiwa hukum hibah palsu dengan
menggunakan identitas palsu pemberi hibah, sehingga akta tersebut mengalami cacat
hukum dan dapat dibatalkan. Jadi keabsahan Akta Hibah dalam kasus ini yang dibuat
tanpat dihadiri para pihak dengan menggunakan identitas palsu adalah cacat hukum dan
batal demi hukum.

Sistem publikasi negatif dengan sedikiti unsur positif yang digunakan di Indonesia
menyebabkan Pegawai Kantor Pertananhan Dbersifat pasif dalam suatu proses
pendaftaranya tanah, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran
formil dan materil dalam suatu peristiwa hukum peralihan hak atas tanah. Kewajiban
tersebut menjadi tagging jawab PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat
akta otentik sebagai bukti telah terjadinya peralihan hak. Dalam kasus ini, atas dasar
Akta Hibah nomor 425/20914 yang dibuat oleh PPAT PP, S.H. tesebut, Pegawai Kantor
Pertanahan beranggapan bahwa apa yang dinyatakan di dalam akta tersebut adalah
benar sehingga peralihan hak atas tanah yang terjadi melalui hibah dan dinyatakan
dalam akta tersebut dianggap benar-benar terjadi dan dengan dasar tersebut
pemeliharaan data pendaftaran tanah dapat dilakukan. Hal tersebut membuat sertipikat
hak atas tanah yang dijadikan objek hibah berhasil dibalik nama kepada penerima hibah
dan bahkan terbit sertipikat dengan nomor baru atas nama penerima hibah akibat adanya
pemekaran wilayah. Sertipikat baru yang terbit atas nama S dalam kasus ini memiliki
kekuatan hukum yang menyatakan S sebagai pemilik yang sah dan satu-satunya objek
tanah dengan SHM No. 5597 dan mengenai hal tersebut harus dipercayai karena
sertipikat merupakan alat bukti yang kuat. Apa yang dinyatakan oleh suatu sertipikat
adalah benar apabila sesuai dengan data yuridis dan data fisik yang tercatat dalam buku
tanah serta tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Berdasarkan amar putusan Majelis Hakim, tidak ada akibat hukum pidana atas apa
yang dilakukan PPAT PP, S.H. dalam mebuat Akta Hibah yang mengakibatkan
beralihnya hak atas tanah dengan dasar peristiwa hukum hibah palsu tersebut. PPAT PP,
S.H. diaggap tidak turut serta membatu penrima hibah dalam memalsukan perstiwa
hukum hibah ini, apa yang dilakukan oleh PPAT PP, S.H. dianggap sebagai suatu
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kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya. Selain itu, pembuktian
kebenaran materil bukan merupakan kewajiban dari PPAT, sehingga penggunaan identitas
palsu dalam akta yang dibuatnya bukan merupakan kesalahan dari PPAT PP, S.H.
Walaupun tidak ada akibat hukum pidana atas apa yang dilakukannya, tetapi atas kelalaian
dan ketidak telitian yang dilakukannya, PPAT PP, S.H. dapat dikenakan sanksi
administratif jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
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